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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan disatu pihak terus
meningkat dari Tahun ke Tahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan
pengembangan aktivitasnya. Padahal dilain pihak ketersediaan sumber daya air
semakin terbatas bahkan cenderung semakin langka, terutama akibat penurunan
kualitas lingkungan dan penurunan kualitas akibat pencemaran.

Apabila hal seperti ini tidak diantisipasi, maka dapat dikhawatirkan dapat
menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik akibat terjadinya benturan
kepentingan manakala permintaan (demand) tidak lagi seimbang dengan
ketersediaan sumber daya air untuk pemenuhannnya (supply). Oleh karena itu perlu
upaya secara proporsional dan seimbang antara pengembangan, pelestarian, dan
pemanfaatan sumber daya air baik dilihat dari aspek teknis maupun dari aspek
legal.

Untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat diberbagai keperluan,
diperlukan suatu perencanaan yang terpadu yang berbasis Wilayah Sungai (WS)
guna menentukan langkah dan tindakan yang harus dilakukan agar dapat
memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengoptimalkan potensi pengembangan
sumber daya air, melindungi/melestarikan serta meningkatkan sumber daya air
dan lahan.

Mengingat pengelolaan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks
dan melibatkan semua pihak baik sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola,
tidak dapat dihindari perlunya upaya bersama untuk mempergunakan pendekatan
one rever basin, one plan, and one integrated management. Keterpaduan dalam
perencanaan, kebersamaan dan pelaksanaan, dan kepedulian dalam pengendalian
sudah waktunya untuk diwujudkan.

Perencanaan pengelolaan sumber daya air merupakan suatu pendekatan
holistik, yang merangkum aspek kuantitas dan kualitas air. Perencanaan tersebut
merumuskan dokumen inventarisasi sumber daya air wilayah sungai, identifikasi
ketersediaan saat ini dan masa mendatang, pengguna air dan estimasi kebutuhan
mereka baik pada saat ini maupun dimasa mendatang, serta analisis upaya
alternatif agar lebih baik dalam penggunaan sumber daya air. Termasuk didalamnya
evaluasi dampak dari upaya alternatif terhadap kualitas air, dan rekomendasi upaya
yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan wilayah sungai dimasa
mendatang.

Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
pada wilayah sungai. Dengan alasan diatas, dalam rangka merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada WS Berau-
Kelai (Kelay) untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang
secara berkelanjutan, disusun pola pengelolaan sumber daya air WS Berau-Kelai.



Berdasarkan letak administratif, WS Berau-Kelai berada pada 2 (dua)
Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri Kabupaten Berau dan
Kabupaten Kutai Timur, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara yaitu
Kabupaten Bulungan. Adapun letak astronomisnya berada pada terletak pada posisi
1° - 2°33’ LU dan 116°- 119° BT. WS Berau-Kelai berbatasan langsung dengan WS
Kayan disebelah Utara dan Barat, serta berbatasan dengan WS Mahakam dan WS
Karangan di sebelah selatan. WS Berau-Kelai memiliki potensi wisata sebagai salah
satu destinasi unggulan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia, karena potensi
kekayaan dan keindahan alam serta ragam budaya di Kabupaten Berau, keindahan
bawah laut di Kepulauan Derawan telah diakui secara nasional maupun
internasional. Selain pariwisata di WS Berau-Kelai juga memiliki potensi sumber
daya alam dan sumber daya mineral yang cukup besar di Kabupaten Berau, dilihat
dari segi geologi dan potensi bahan galian mempunyai daya tarik yang cukup tinggi
di mata para investor bidang pertambangan, namun masih banyak yang belum
dimanfaatkan secara optimal. Potensi sumber daya mineral berupa batu bara juga
memberikan dampak buruk bagi sumber daya air apabila tidak dikelola dengan
baik. Selain permasalahan tersebut juga terdapat permasalahan banjir yang terjadi
dibeberapa wilayah di WS Berau-Kelai.

WS Berau-Kelai terdiri dari 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) darat
dan pantai dengan total luas sekitar 20.581,00 km? yang terbagi ke dalam 3 (tiga)
wilayah administrasi kabupaten yaitu Kabupaten Berau (18.375,40 km? atau
89,28%), Kabupaten Bulugan (1.944,03 km? atau 9,45%) dan Kabupaten Kutai
Timur (261,53 km? atau 1,27%). DAS Berau merupakan DAS dengan luas wilayah
terluas sebesar 13.361,09 km? dan diikuti oleh DAS Tabalar dengan luas 933,72
km?. Sedangkan DAS Maratua Payung-payung merupakan DAS dengan luas terkecil
sebesar 1,13 km?. Sebagaimana peta WS Berau-Kelai dapat dilihat pada Gambar
1.1.
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Gambar 1.1 Peta WS Berau-Kelai




1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola
1.2.1 Maksud

Maksud dari pola pengelolaan sumber daya air WS Berau-Kelai adalah
menyusun kerangka dasar pengelolaan sumber daya air yang ada di WS Berau-Kelai
dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta
keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan
sumber daya air, sehingga dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber
daya air secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam kurun waktu
20 (dua puluh) Tahun mendatang.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pola pengelolaan sumber daya air WS Berau-Kelai adalah
terwujudnya kelestarian sumber daya air, pemanfaatan dan pendayagunaan sumber
daya air yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya
dukung lingkungan dan mengurangi daya rusak air serta sesuai dengan kebijakan
pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran pola pengelolaan sumber daya air WS Berau-Kelai adalah adanya
pedoman yang mengikat bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di WS
Berau-Kelai dalam memberikan arahan penyelenggaraan:

a. konservasi sumber daya air terpadu di WS Berau-Kelai;

b. pendayagunaan sumber daya air di WS Berau-Kelai dengan
mempertimbangkan kebijakan daerah, termasuk arahan zonasi dalam
penataan ruang;

c. pengendalian daya rusak air di WS Berau-Kelai,

d. sistem informasi sumber daya air di WS Berau-Kelai; dan

e. pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam
pengelolaan sumber daya air di WS Berau-Kelai.

1.2.4 Visi dan Misi

Visi pengelolaan sumber daya air WS Berau-Kelai adalah “Terwujudnya
pengelolaan sumber daya air di WS Berau-Kelai secara adil, menyeluruh, terpadu,
dan berwawasan lingkungan, untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air
yang berkelanjutan dengan mendorong peran masyarakat dan dunia usaha”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka disusun misi pengelolaan
sumber daya air di WS Berau-Kelai yaitu:

a. menyelenggarakan konservasi sumber daya air secara terpadu dan
berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya
dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air;



b. mendayagunakan sumber daya air secara adil dan merata melalui kegiatan
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan
sumber daya air;

c. mengendalikan daya rusak air yang dilakukan secara menyeluruh mencakup
upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan,;

d. menyelenggarakan pengelolaan sistem infomasi sumber daya air secara
terpadu, berkelanjutan dan mudah diakses oleh masyarakat; dan

e. menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sumber daya
air secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja sumber
daya air.

1.3 Isu-Isu Strategis

Mengingat pengelolaan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks
dan melibatkan semua pihak sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola,
maka pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai perlu dilakukan secara terpadu
dan dilaksanakan secara menyeluruh, yang melibatkan seluruh stakeholders
sumber daya air di wilayah sungai. Pengelolaan sumber daya air di WS Berau-Kelai
sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh isu-isu strategis yang terjadi, baik isu
strategis nasional maupun lokal.

1.3.1 Isu Strategis Nasional
a. Ketahanan Air

Setelah berakhirnya Millennium Development Goals (MDG’s) sebagai
nomenklatur pembangunan pada Tahun 2015, agenda ke depan untuk melanjutkan
MDG’s, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda
pembangunan pasca Tahun 2015, yang disebut Sustainable Development Goals
(SDG’s). Konsep SDG’s ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang
mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca Tahun 2015-MDG’s.
Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak Tahun 2000 mengenai
isu deplation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin
krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih
berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan arahan United Nations mengenai 17 (tujuh belas) ilustrasi
tujuan SDG’s, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yaitu
tujuan 6 (enam): memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi. Target
pada Tahun 2020, seluruh masyarakat telah terpenuhi kebutuhan air minumnya,
meningkatkan kualitas air, meningkatkan efisiensi penggunaan air. Berdasarkan
target penyediaan air SDG’s yang juga ditargetkan oleh Pemerintah pada Tahun
2019 dengan target:

1) 100% akses air minum
Terpenuhinya penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat.



2) 0% luas kawasan kumuh perkotaan
Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
pendukung, menuju kota tanpa kumuh.

3) 100% akses sanitasi
Terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan).

Capaian penyediaan air bersih Kabupaten Berau pada Tahun 2015 memiliki
capaian sebesar 59,42% (Kabupaten Berau dalam Angka, Tahun 2016). Dengan
target SDG’s diatas diperlukan upaya yang lebih untuk pemenuhan akses terhadap
air. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target penyediaan air 100% di WS
Berau-Kelai, salah satunya diperlukan penambahan intake dan pembangunan
fasilitas air bersih untuk wilayah Kecamatan Maratua, Kecamatan Pulau Derawan,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Gunung Tabur
serta 2 (dua) embung (Embung Buyung-buyung dan Embung Tanjung Batu).

b. Ketahanan Pangan

Masalah yang dihadapi petani tanaman pangan di WS Berau-Kelai, di
antaranya adalah skala usaha yang relatif kecil, minimnya modal usaha, tingginya
biaya input pertanian, tingginya ketidakpastian harga produk, rendahnya akses
kredit pertanian, serta menurunnya kualitas lingkungan dan ketidaksempurnaan
(mekanisme) pasar. Selain itu, perbedaan potensi produksi pangan dan pola panen
raya yang diikuti masa paceklik, mengakibatkan distribusi pangan tidak merata di
setiap tempat dan setiap waktu. Hal tersebut menciptakan potensi kerawanan
pangan dan jatuhnya harga produk pangan di tingkat petani/produsen.

Target produksi padi nasional pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar 75,55
juta ton gabah kering giling atau mengalami kenaikan kenaikan sebanyak 4,70 juta
ton (6,64%) dibanding Tahun 2014. Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena
kenaikan luas panen seluas 0,51 juta ha (3,71%) dan kenaikan produktivitas
sebesar 1,45 kw/ha (2,82%).

Saat ini total luas lahan sawah (irigasi dan non irigasi) di Pulau Kalimantan
adalah seluas 1.483.458 ha, dengan produksi gabah kering giling (GKG) sebanyak
4.993.228 ton, rata-rata produktivitas juga masih rendah yaitu sebesar 36,77
kw/ha. Adapun rasio ketersediaan beras untuk Provinsi Kalimantan Timur yang
baru mencapai 72,70 % (Data Provinsi Kalimantan Timur, 2014). Di WS Berau-Kelai,
khususnya Kabupaten Berau luas lahan pertanian (sawah) pada Tahun 2014
mencapai 13.736 ha dengan produksi gabah kering selama satu Tahun sebesar
21.715 ton (menghasilkan Produktivitas 1,58 ton/ha), atau memasok sekitar
16,83% dari produksi gabah kering di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data Tahun 2014 dapat dibandingkan data jumlah penduduk
dan luas lahan pertanian, dengan asumsi kebutuhan pangan padi per orang adalah
130 kg beras per Tahun, sedangkan produktivitas pertanian di Daerah Irigasi (DI)
WS Berau-Kelai rerata produktivitas 1,58 ton/ha. Berdasarkan perhitungan didapat
bahwa total produksi irigasi di WS Berau-Kelai seluas 15.545,00 ha (DI seluas
4.645,0 ha dua kali tanam dan DIR seluas 10.900,0 ha satu kali tanam) mencapai
31.900,20 ton/Tahun. Berdasarkan asumsi kebutuhan pangan padi per orang,



kebutuhan beras untuk penduduk WS Berau-Kelai didapatkan nilai sebesar
37.665,16 ton/Tahun. Dengan demikian diketahui kondisi ketahanan pangan di WS
Berau-Kelai dalam kondisi defisit, namun WS Berau-Kelai memiliki potensi
pengembangan DI sekitar 13.962,0 ha.

c. Global Climate Change

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi,
maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadi
perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan
intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan
pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies
dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta
mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang
yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem pantai.

Salah satu fenomena perubahan iklim global adalah peningkatan suhu
nasional 1° (lebih tinggi dari kenaikan dalam 100 tahun terakhir, National
Geographic 2012) bahkan di Provinsi Kalimantan Timur terjadi peningkatan ekstrim
pada Tahun 2015, yaitu peningkatan 3° atau kurang dari nilai normal antara 31°-
32° menjadi 35°-36° (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, 2015).
Selain itu curah hujan Tahunan dengan penurunan jumlah hari hujan sehingga
musim hujan menjadi lebih singkat dengan peningkatan resiko terjadinya banjir.
Dampak selanjutnya terhadap pengelolaan sumber daya air antara lain:

1) Berkurangnya hasil panen karena perubahan pola tanam karena pengaruh

pola Lanina dan Elnino yang ekstrim pada Tahun 2015-2016;

2) Penurunan kualitas air permukaan dan air tanah;
3) Kerusakan infrastruktur sumber daya air dan pengaman pantai; dan
4) Kegagalan panen akibat kekeringan dan degradasi lahan.

Salah satu upaya penting untuk mengantisipasi perubahan iklim gobal di
dunia adalah dengan melestarikan paru-paru dunia. Pulau Kalimantan
menyumbang luas hutan sebesar 220.000 km?, sesuai kesepakatan pelestarian yang
dirintis World Wide Fund for Nature untuk melindungi wilayah hutan Kalimantan. di
WS Berau-Kelai pada akhir 2015 memiliki luas hutan 15.996,53 Km?2, dan terus
berkurang karena perubahan fungsi. Untuk mendukung program tersebut, WS
Berau-Kelai perlu dikelola bersama instansi terkait untuk peningkatan daya dukung
DAS kritis dan deforestasi, terutama program program GNRLK (Gerakan Nasional
Rehabilitasi Lahan Kritis) dari Departemen Kehutanan.

Perubahan iklim global selain memicu kenaikan suhu, juga dikhawatirkan
menyebabkan kenaikan muka air laut. Indonesia sebagai negara kepulauan akan
mendapat dampaknya secara langsung. Dasanto (2010) menyebutkan bahwa dalam
100 tahun kedepan akan ada kenaikan permukaan laut sebanyak 0,88 m, atau
kurang lebih 0,5 m dalam 50 Tahun. WS Berau-Kelai memiliki panjang pantai,
pesisir termasuk pulau kecil sekitar 922,2 Km Apabila mengalami kenaikan muka
air laut terjadi 1,00 m, WS Berau-Kelai akan kehilangan sekitar 3-5 % panjang
pantai. Namun bila hal ini terjadi, Kepulauan Derawan dan sekitarnya akan



kehilangan 50 % dari asset panjang pantainya yang merupakan potensi pariwisata
utama WS Berau-Kelai.

d. Ketersediaan Energi

Kebutuhan energi seperti energi listrik mengalami peningkatan setiap
Tahunnya, tetapi pembangkit listrik tenaga air masih terbatas. Ketersediaan sumber
energi listrik di WS Berau-Kelai yang sebagian besar mengandalkan tenaga diesel
tentu tidak dapat diharapkan dalam jangka waktu yang panjang. Potensi energi
(tenaga listrik) yang dibangkitkan dari tenaga air di Indonesia diperkirakan sebesar
75.670 MW sedang kapasitas terpasang baru 4.200 MW (5,5%).

Pada akhir Tahun 2013, total kapasitas terpasang pembangkit listrik di
Indonesia mencapai 47.300 MW di luar sewa pembangkit atau meningkat 15.000
MW sejak Tahun 2008 dan pada triwulan I Tahun 2014 naik menjadi 47.870 MW.
Dengan jaringan ketenagalistrikan yang belum terintegrasi, sistem Provinsi
Kalimantan Timur (Mahakam) hanya memasok 1,2% listrik nasional, dengan Daya
Mampu (DM) 348,56 MW, Beban Puncak (BP) 337,90 MW; dan cadangan 10,7 MW.
Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya (Batu bara dan gas alam)
melimpah namun tidak berdampak positif terhadap energi listrik di daerah ini. Rasio
elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 masih 76,07%, lebih rendah
dari rata-rata nasional sebesar 81,70%.

Berdasarkan Data Kelistrikan Pulau Kalimantan, WS Berau-Kelai terintegrasi
dengan Sistem Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
Pembangkit Listrik yang berada di WS Berau-Kelai adalah Pembangkit Listrik
Tenaga Disel (PLTD) Bulungan (17 MW). Dasar untuk menghitung kebutuhan listrik
di WS Berau-Kelai adalah asumsi dari Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik
Negara (PT. PLN) bahwa kebutuhan listrik sebesar 900 Watt/rumah tangga dan
jumlah penduduk 232.340 orang (atau 58.085 KK), didapatkan kebutuhan listrik
untuk WS Berau-Kelai sebesar 52,276 MW. Dengan kondisi tersebut menunjukkan
kondisi kelistrikan di WS Berau-Kelai dalam kondisi defisit sebesar 35,276 MW.

Potensi sumber daya air yang berlimpah di WS Berau-Kelai dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Pada saat ini pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mulai dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur
dengan membangun PLTA, namun kebutuhan energi listrik yang terus meningkat
perlu dipikirkan sumber daya energi listrik dari potensi sumber daya air yang lain.
Potensi Sumber daya air di WS Berau-Kelai yang dapat dikembangkan sebagai
pembangkit listrik diantaranya adalah di Sungai Kelay untuk PLTA dengan nilai
produksi 100 MW, potensi sumber daya air untuk Pembangkit Listrik Tenaga
Minihidro (PLTM) di hulu Sungai Tabalar, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik
di kawasan Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Biatan.

Secara tematik isu nasional yang ada di WS Berau-Kelai dapat dilihat pada
Gambar 1.2.



KETAHANAN AIR

Capaian penyediaan air bersih Tahun 2015 WS Berau-Kelai
59,42% dari total penduduk WS Berau-Kelai, dengan potensi
penambahan intake muara bangun dan Bendung Tepian buah,
embung (Embung Buyung-buyung, Embung Tanjung Batu).

KETAHANAN PANGAN
1. produktivitas pertanian di (DI) WS Berau-Kelai rerata
1,58 ton/ha, irigasi di WS Berau-Kelai seluas 17.105,00
ha mencapai 34.459,8 ton/Tahun
2. Kebutuhan beras sebesar 37.665,16 ton/Tahun kondisi
ketahanan pangan di WS Berau-Kelai dalam kondisi
defisit

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2018

KETAHANAN ENERGI (Energy Sustainable)

100 MW, dan

= 2. kebutuhan listrik WS Berau-Kelai 52,276 MW,

: ketersedian (PLTD) Bulungan (17 MW) artinya di WS
Berau-Kelai defisit energi 35,276 MW

1. Potensi Sumber Daya Air di WS Berau-Kelai pembangkit
listrik di sungai kelai untuk PLTA dengan nilai produksi

UTARA |

PERUBAHAN IKLIM (Climate Change)

i WS Berau-Kelai termasuk pulau kecil 922,2 Km.
kenaikan muka air laut terjadi 1 m/100 tahun, WS Berau-Kelai
akan kehilangan sekitar 3-5 % panjang pantai, termasuk sebagian
pesisir P. Derawan

Pulau Kalimantan menyangga paru-paru dunia dengan luas 220
ribu Km2,alih fungsi lahanhutan dapat mengancam ketersediaan
hutan pada jangka panjang

Gambar 1.2 Peta Isu Nasional WS Berau-Kelai



1.3.2 Isu Strategis Lokal/Regional

Isu-isu strategis di WS Berau-Kelai yaitu:

a. Permasalahan Banjir, meliputi:

1) Permasalahan Banjir akibat kurang optimalnya drainase kota di beberapa
wilayah Kabupaten Berau yaitu Kota Tanjung Redeb seperti Perumahan
Berau Indah, Pulau Kakaban, dan beberapa ruas jalan di wilayah perkotaan
seperti Jalan Langsat, Jalan Dr. Murjani, Jalan Manggis serta ruas jalan yang
lain, Jalan provinsi yang menghubungkan pusat pemerintahan Kabupaten
Berau dengan 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Tabalar, Kecamatan
Biatan;

2) Banjir merendam ruas jalan utama dari Kecamatan Tanjung Redeb sepanjang
200 meter dengan ketinggian 1 (satu) meter; dan

3) Meluapnya Sungai Segah dan Berau ketika turun hujan dengan intensitas
tinggi, sehingga hingga menggenangi permukiman dan lahan pertanian warga
di Kampung Tepian Buah dan Kampung Gunungsari setinggi 50-100 cm.

b. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kepulauan Derawan, meliputi:

1) Adanya Rencana Pulau Derawan, Pulau Maratua, Pulau Sangalaki dan Pulau
Kakaban sebagai wilayah konservasi dan pengembangan wisata bahari;

2) Masih kurangnya pelayanan kebutuhan air bersih bagi penduduk dan
industri di Pulau Derawan dan Pulau Maratua; dan

3) Kerusakan pantai akibat abrasi di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban
Kecamatan Maratua dan belum optimalnya ekosistem pesisir seperti
mangrove dalam menahan bencana abrasi yang terjadi.

c. Perubahan Tutupan Lahan

1) Luas tutupan lahan hutan secara keseluruhan semenjak Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2015, berkurang dari 84,63 % menjadi 77,72 %; dan

2) Peningkatnya luas lahan kritis pada DAS yang diakibatkan oleh pembalakan
liar dan pembukaan lahan (alih fungsi lahan) untuk perkebunan dan
pertambangan di Kabupaten Berau. Luas lahan potensial kritis akibat
pertambangan di WS Berau-Kelai sebesar 423.781,81 ha hektar dan 1.264.70
Ha lahan kritis.

d. Erosi dan Sedimentasi

1) Pengikisan tebing Sungai Segah di sisi jalan Bandara Kali Maru, Desa
Lebanan dan Kampung Long Ayun; dan

2) WS Berau-Kelai pada dasarnya memiliki TBE (Tingkat Bahaya Erosi) 22,05
ton/ha/tahun yang masuk klasifikasi rendah menurut klasifikasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2009. Berdasarkan analisis
USLE, TBE sebesar 22,05 ton/ha/tahun setara dengan kehilangan tanah
setebal 6,5 mm, dengan produksi erosi terbesar dihasilkan oleh sub DAS
Kelay (22,7 %). Meskipun TBE masuk Kklasifikasi rendah, faktanya
sedimentasi dan pendangkalan dibagian hilir WS Berau-Kelai cukup tinggi,
mencapai 2 cm per tahun. Hasil analisis kualitas air per subdas
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menunjukkan adanya korelasi letak pertambangan batu bara dan emas
dengan perbedaan jumlah erosi pada setiap sampelnya.
Saat ini muara Sungai Berau memiliki kedalaman + 30 m, dibeberapa tempat
hanya 15 m dan terus mengalami pendangkalan dari Tahun ke Tahun, dan
akan semakin buruk bila tidak segera dikendalikan. Akibatnya suatu saat
muara Sungai Berau akan mengalami pendangkalan hingga sulit dilalui kapal
besar. Fakta lainnya menunjukkan bahwa saat pasang, sedimentasi Sungai
Berau sudah sampai pada Kepulauan Derawan, dan mengganggu aktivitas
periwisata seperti Snorkeling atau Diving.
e. Transportasi Sungai Berau
Sungai Berau merupakan salah satu contoh sungai yang telah dimanfaatkan
penduduk sebagai sarana transportasi sampai saat ini. Menurut A. Setyanto,
dkk (2007) dari Marine Geological Institute (PPPGL) dalam tulisan “Karakteristik
Sungai Berau Sebagai Alur Transportasi Batubara di Provinsi Kalimantan
Timur”, Secara umum Sungai Berau masih layak sebagai alur transportasi
sungai angkutan batubara, hanya daerah-daerah tertentu yang perlu mendapat
perhatian khusus.
Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau dan Provinsi
Kalimantan Timur, ada rencana pengembangan dermaga dan peningkatan
kapasitas sungai di Kabupaten Berau agar dapat dilalui kapal besar.

Isu-isu lokal yang terjadi di WS Berau-Kelai dirangkum dalam Gambar 1.3.
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PERMASALAHAN BANJIR Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Permasalahan Banjir akibat kurang optimalnya drainase kota di Kepulauan Derawan
beberapa wilayah Kabupaten Berau yaitu Kota Tanjung Redeb, 1. Adanya Rencana Pulau Derawan, Pulau Maratua,
Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Biatan. Pulau Sangalaki dan Pulau Kakaban sebagai wilayah

Meluapnya Sungai Segah ketika turun hujan dengan intensitas
tinggi.

konservasi dan pengembangan wisata bahari;
2. Masih kurangnya pelayanan kebutuhan air bersih
E | bagi penduduk dan industri di Pulau Derawan dan
w PEOVINSG] m".ﬁw&aratua; dan
. Kerusakan pantai akibat abrasi di Pulau Maratua
dan Pulau Kakaban Kecamatan Maratua

PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN ‘™ L5 B

1. Luas tutupan lahan hutan Secara keseluruhan F - 1&1|_ 3
semenjak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2015, b i WS RARANGAN . L}
berkurang dari 84,63 % meénjadi 77,72 %; dan — EROSI, SEDIMENTASI DAN TRANSPORTASI SUNGAI |

2. Peningkatnya luas lahan kritis pada DAS yang I__,::_._ 1 a—Pengikisamrtebing Sungai Segah di sisi jalan Bandara Kalimarau,
diakibatkan oleh pembalakan liar dan pembukaan o Desa Lebanan dan Kampung Long Ayun; dan
lahan (alih fungsi lahan) untuk perkebunan dan b. Terjadinya erosi dan sedimentasi akibat penambangan batu bara
pertambangan di Kabupaten Berau. Luas lahan dan emas di Kabupaten Berau
potensial kritis akibat pertambangan di WS Berau-Kelai c. Sungai Berau merupakan salah satu sungai yang dimanfaatkan |
sebesar 423.781,81 ha hektar dan 1.264.70 Ha lahan penduduk sebagai sarana transportasi sampai saat ini. dengan |
kritis. besarnya sedimentasi yang mengumpul dimuara mengakibatkan {

terganggunya lalulintas transportasi sungai berau J

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2018 - T

Gambar 1.3 Peta Isu Lokal WS Berau-Kelai
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BAB II
KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI

2.1. Peraturan Perundang-undangan Dibidang Sumber Daya Air dan Peraturan
Lainnya yang Terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan
pola pengelolaan sumber daya air WS Berau-Kelai yang menjadi landasan
penyusunannya adalah seperti dalam rincian berikut:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomorl1 Tahun 1974 tentang Pengairan;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara,;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial,;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum;

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan;

Undang — Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan
Air;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan
Pangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana dirubah
menjadi 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Rang;

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan dan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika;

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan
Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum;

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Pulau Kalimantan;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun
2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup;
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis
Mengendai Dampak Lingkungan,;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
04 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan
Bangunan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber daya air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan
Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan
Reklamasi Rawa;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat
Daya Rusak Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan Status Daerah Irigasi;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rawa Lebak;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
18/PRT/M /2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan
Pengairan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Tambak;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai dan Pantai;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun
2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-1I/2014 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
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63. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun
2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia;

64. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/MENHUT-II/2011 tentang
Peta Indikatif Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan
Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal
Penggunaan Lain;

65. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 - 2036;

66. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2016-
2036;

67. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Ketenagalistrikan;

68. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Berau;

69. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan 2012-2032;

70. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur 2015-2035;

71. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau 2016-2036;

72. Keputusan Bupati Berau Nomor 70 Tahun 2004 tentang Penetapan
Pulau Kakaban Sebagai Konservasi Laut Daerah Kabupaten Berau; dan

73. Keputusan Bupati Berau Nomor 516 Tahun 2013 tentang Kawasan
Konservasi Perairan.

2.2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air, maka
pengelolaan sumber daya air harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu dan
dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemilik kepentingan
sumber daya air di WS Berau-Kelai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan payung
perencanaan tata ruang secara makro dan kebijakannya meliputi kebijakan
pengembangan struktur ruang dan pola ruang, dimana kebijakan pengembangan
struktur ruang meliputi:

a. peningkatan akses pelayanan perkotaan/perdesaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan
merata di seluruh wilayah nasional.
Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:
a. kebijakan pengembangan kawasan lindung;
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b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya; dan
c. kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2011, dimana Kabupaten Berau
telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi unggulan Provinsi Kalimantan Timur
dan Indonesia, karena potensi kekayaan dan keindahan alam serta ragam budaya
di Kabupaten Berau, keindahan bawah laut di Kepulauan Derawan telah diakui
secara nasional maupun internasional.

Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata
bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan
mancanegara terutama para penyelam kelas dunia. Sedikitnya ada 4 (empat) pulau
yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Pulau Derawan, Pulau
Sangalaki dan Pulau Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu
sisik. Peta Pola Ruang dan Kawasan Stategis di WS Berau-Kelai dapat dilihat pada
Gambar 2.1.
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Sumber : Hasil Analisis Data RTRW, 2017

Gambar 2.1 Peta Pola Ruang dan Kawasan Stategis di WS Berau-Kelai
WS Berau-Kelai yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur

memiliki 10% dari wilayah hutan Kalimantan yang ditetapkan oleh Menteri
Kehutanan Nomor 79/Kpts-11/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan kawasan hutan
total seluas £14.651.553 Ha.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa fungsi hutan di Kalimantan sangat
besar. Bahkan dikatakan, bahwa hutan di Kalimantan merupakan paru-paru dunia
(Heart of Borneo) serta berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui
Clean Development Mechanism (CDM) disamping penyuplai oksigen yang sangat
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dibutuhkan untuk kehidupan makhluk hidup. Selain itu, fungsi hutan lainnya
adalah sebagai pengatur tata air, tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai
keragaman hayati hingga sumber plasma nutfah yang fungsi alamiah ini tidak dapat
digantikan (Ramdhani, 2009).

2.3. Inventarisasi Data WS Berau-Kelai
2.3.1. Data umum
A. Administrasi

Secara geografis, letak WS Berau-Kelai berada pada bagian timur Pulau
Kalimantan dimana memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan WS Kayan;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan WS Karangan; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan WS Mahakam.

Berdasarkan letak administratif, WS Berau-Kelai berada pada 2 (dua)
provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri Kabupaten Berau, dan
Kabupaten Kutai Timur, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara yaitu
Kabupaten Bulungan. Adapun letak astronomisnya terletak pada posisi 1° — 2°33’
LU dan 116°- 119° BT. Tabel 2.1 berikut menyajikan pembagian wilayah kabupaten
yang masuk dalam WS Berau-Kelai.

Tabel 2.1 Cakupan Wilayah Administrasi Kabupaten di WS Berau-Kelai

Kode Kabupaten dalam DAS Luas (km2) | % Kabupaten Terhadap DAS
001 | DAS Sajau

Kabupaten Berau 259,20 33,02

Kabupaten Bulungan 525,68 66,98
002 | DAS Binai

Kabupaten Berau 1,42 0,25

Kabupaten Bulungan 569,11 99,75
003 | DAS Mangkapadie

Kabupaten Berau 4,00 1,42

Kabupaten Bulungan 276,67 98,58
004 | DAS Pidada

Kabupaten Berau 73,85 22,20

Kabupaten Bulungan 258,87 77,80
005 | DAS Malinau

Kabupaten Berau 296,07 82,67

Kabupaten Bulungan 62,08 17,33
006 | DAS Berau

Kabupaten Berau 15.002,64 96,62

Kabupaten Bulungan 263,29 1,70

Kabupaten Kutai Timur 257,30 1,66

Kabupaten Malinau 4.38 0,03
007 | DAS Pantai

Kabupaten Berau 697,15 100,00
008 | DAS Liupadai
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Kode Kabupaten dalam DAS Luas (km2) | % Kabupaten Terhadap DAS

Kabupaten Berau 315,49 100,00
009 | DAS Tabalar

Kabupaten Berau 1.080,14 99,54

Kabupaten Kutai Timur 4,99 0,46
010 | DAS Lampake

Kabupaten Berau 555,45 99,85

Kabupaten Kutai Timur 0,81 0,15
011 | DAS Pegat

Kabupaten Berau 120,79 100,00
012 | DAS Lungsuran Naga

Kabupaten Berau 60,05 100,00
013 | DAS Derawan

Kabupaten Berau 3,28 100,00
014 | DAS Maratua Payung-payung

Kabupaten Berau 1,32 100,00
015 | DAS Maratua Teluk Alulu

Kabupaten Berau 10,57 100,00

Total 20.581,00

Sumber : Hasil analisis Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 04/PRT/M/2015, Tahun 2018

Secara umum, WS Berau-Kelai sebagian kecil berada di Wilayah Provinsi

Kalimantan Utara sebesar 6,98% WS pada Kabupaten Bulungan sebanyak 4 (empat)
DAS dan berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase 91,79%
WS pada Kabupaten Berau sebanyak 11 (sebelas) DAS serta sisanya Kabupaten
Kutai Timur 1,23% WS dan Kabupaten Malinau yang kurang dari 0,03% WS

sehingga untuk kajian keruangan dapat diabaikan. Kecamatan yang paling besar di
Kabupaten Berau ada pada Kecamatan Kelay, Kecamatan Sambaliung dan
Kecamatan Segah, sedangkan pada Kabupaten Bulungan ada pada Kecamatan
Tanjung Palas Timur. Secara spasial, batas wilayah administrasi kecamatan
ditunjukkan Gambar 2.2.
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Sumber : Hasil Analisis Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

04/PRT/M/2015, 2018
Gambar 2.2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Pada WS Berau-Kelai
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B. Kependudukan

Perkembangan Penduduk selalu terjadi disuatu daerah tak ubahnya di
Kabupaten Berau. Perkembangan terjadi melalui kelahiran, kematian, datang dan
pindah (migrasi) yang disebut mutasi penduduk, yang terjadi di Kabupaten Berau
menurut data tentang mutasi penduduk perkembangan yang terbanyak yaitu
penduduk yang datang dan dikuti oleh kelahiran.

Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah penduduk dari data Badan Pusat
Statistik Tahun 2013 sampai Tahun 2018 dapat diketahui perkembangan penduduk
Asli Tiap Kecamatan pada WS Berau-Kelai. Namun data penduduk Tahun 2017 yang
terdapat dalam Kabupaten dalam Angka Tahun 2018 tercatat menurun signifikan
dan diambil kesimpulan bahwa data tersebut belum final, sehingga untuk data
Tahun 2017 digunakan data proyeksi dari data Tahun — Tahun sebelumnya. Maka
sebagai acuan base year data Analisa digunakan data Tahun 2016. Perkembangan
penduduk Kabupaten Berau dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 selalu
mengalami peningkatan, baik dilihat dari jumlah pertumbuhan, persebaran,
kepadatan maupun komposisi penduduk. Pada Tahun 2016 penduduk Kabupaten
Berau berjumlah 199.110 Jiwa dalam hal ini berarti rata-rata pertumbuhan
penduduk per tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 sebesar 3,02%.
Tabel 2.2 menyajikan jumlah penduduk di Kabupaten Berau dari Tahun 2012
sampai dengan Tahun 2016.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa)

No | Kabupaten Kecamatan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
I | Berau 1. Kelay 4.601 4.784 4.979 5.159 5.186
2. Sambaliung 25.274 26.594 27.605 28.783 29.258
3. Segah 9.302 9.673 10.503 10.400 10.921
4. Tanjung Redep 68.717 71.459 75.110 77.609 81.536
5. Gunung Tabur 16.051 16.691 17.307 18.232 18.490
6. Pulau Derawan 9.298 9.565 9.947 10.293 10.775
7. Teluk Bayur 22.887 23.801 24.920 26.099 27.224
8. Tabalar 5.257 5.467 5.615 5.809 5.845
9. Maratua 3.183 3.310 3.402 3.555 3.543
10. Biatan 5.535 5.756 5.904 6.121 6.332
Jumlah | 170.105 | 177.100 | 185.292 | 192.060 | 199.110
II | Bulungan 1. Peso 4.633 4.652 4.767 4.886 5.007
2. Peso Hilir 3.728 4.474 4.823 5.199 5.605
3. Tanjungpalas 15.030 17.643 18.910 20.267 23.303
4. Tanjungpalas Barat 6.244 7.907 8.653 9.470 10.364
5. Tanjungpalas Timur 9.233 14.791 17.211 20.026 21.723
6. Tanjung Selor 42.231 57.160 63.676 70.935 79.022
Jumlah 81.099 | 106.627 | 118.041 | 130.783 | 145.024
III | Kutai Timur | 1. Muara Wahau 17.587 18.594 19.658 21.260 22.993
2. Kombeng 17.472 18.472 19.529 20.679 21.897
3. Sangkulirang 18.087 19.122 20.217 21.715 23.324

Jumlah 53.146 56.188 59.404 63.654 68.214

Jumlah Total | 304.350 | 339.915 | 362.737 | 386.497 | 412.348

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tahun 2013 sampai Tahun 2017, 2018

Tingkat Kepadatan Penduduk antar kecamatan di Kabupaten Berau sangat
timpang. Hal ini dikarenakan tidak meratanya persebaran penduduk. Selama Tahun

21



2012 sampai dengan Tahun 2016 daerah pedalaman yang memiliki luas wilayah
yang besar hanya dihuni oleh sedikit penduduk. Dilihat dari karakterisitik
persebaran penduduk dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 wilayah
Kecamatan Kelay dan Kecamatan Maratua memiliki angka kepadatan penduduk
yang paling kecil, dengan rata-rata 0,838 jiwa/km?2. Hal ini sangat berbeda bila
dibanding dengan Kecamatan Tanjung Redeb dimana mulai Tahun 2012 sampai
dengan Tahun 2016 rata-rata kepadatan penduduknya adalah 3.216,68 jiwa/Km?2.
Hal tersebut karena Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibu kota Kabupaten
Berau dimana sarana dan prasarana kehidupan cenderung lebih lengkap daripada
kecamatan lainnya.

Kepadatan penduduk di Kabupaten bulungan berada di kecamatan Tanjung
Selor dengan kepadatan penduduk 52,90 jiwa/Km?2 yang memiliki luas wilayah
9,69% dari Luas Kabupaten Bulungan. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten
Kutai Timur yang berada di WS Berau-Kelai sebesar 68.214 jiwa yang mendiami 3
(tiga) kecamatan, dimana jumlah terbesar berada di Kecamatan Sangkulirang.

Berdasarkan data jumlah penduduk asli tiap kecamatan yang ada didalam
WS Berau-Kelai diatas dan asumsi irisan luasan kecamatan dalam WS Berau-Kelai
maka didapatkan jumlah penduduk tiap kecamatan pada WS Berau-Kelai seperti
yang ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan pada WS Berau-Kelai

Persen Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kecamatan Wilayah
dalam | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016
WS
Kabupaten Berau
1. Kelay 100% 4.601 4.784 4.979 5.159 5.186
2. Sambaliung 100% 25.274 26.594 27.605 28.783 29.258
3. Segah 100% 9.302 9.673 10.503 10.400 10.921
4. Tanjung Redep 100% 68.717 71.459 75.110 77.609 81.536
5. Gunung Tabur 100% 16.051 16.691 17.307 18.232 18.490
6. Pulau Derawan 100% 9.298 9.565 9.947 10.293 10.775
7. Teluk Bayur 100% 22.887 23.801 24.920 26.099 27.224
8. Tabalar 55% 2.881 2.996 3.077 3.184 3.203
9. Maratua 100% 3.183 3.310 3.402 3.555 3.543
10. Biatan 47% 2.626 2.731 2.801 2.904 3.004
Jumlah 164.820 171.604 179.651 186.218 193.140
Kabupaten Bulungan
1. Peso 8% 355 356 365 374 383
2. Peso Hilir 1% 28 34 36 39 42
3. Tanjungpalas 26% 3.952 4.639 4.972 5.329 6.128
4. Tanjungpalas Barat 1% 68 86 94 103 113
5. Tanjungpalas Timur 100% 9.233 14.791 17.211 20.026 21.723
6. Tanjung Selor 7% 2.966 4.015 4.472 4.982 5.550
Jumlah 16.602 23.921 27.150 30.853 33.939
Kabupaten Kutai Timur

1. Muara Wahau 1% 96 102 108 116 126
2. Kombeng 21% 3.631 3.839 4.059 4.298 4.551
3. Sangkulirang 3% 550 581 615 660 709
Jumlah 4.277 4.522 4.782 5.074 5.386

Jumlah Penduduk WS 185.699 200.047 211.583 222.145 232.465

Sumber: Hasil Analisis Data Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2018
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Berdasarkan data penduduk per kecamatan diatas maka dapat dihitung
jumlah penduduk per DAS di dalam WS Berau-Kelai yang terbagi ke dalam 3 (tiga)
kabupaten yang berjumlah 232.465 jiwa dan mendiami 15 (lima belas) DAS, dimana
jumlah penduduk terbesar berada pada wilayah DAS Berau sebesar 174.428 jiwa,
sedangkan penduduk terkecil berada pada wilayah DAS Maratua Payung-payung
sebanyak 3 (tiga) jiwa. Tabel 2.4 menyajikan jumlah penduduk yang berada di

wilayah DAS di WS Berau-Kelai.

Tabel 2.4 Rekap Jumlah Penduduk pada WS Berau-Kelai

Jumlah Penduduk DAS (jiwa)
No DAS 2012 2013 2014 2015 2016
1 | DAS SAJAU 9.643 12.878 14.330 15.945 17.620
2 | DAS BINAI 4.210 6.701 7.775 9.022 9.759
3 | DAS MANGKAPADIE 2.053 3.256 3.774 4.377 4.733
4 | DAS PIDADA 2.452 3.593 4.099 4.683 5.042
5 | DAS MALINAU 2.711 3.037 3.240 3.454 3.644
6 | DAS BERAU
a. Sub DAS Kelay 88.559 91.690 95.904 99.220 103.373
b. Sub DAS Gie 845 876 911 945 955
c. Sub DAS Mayung 4.591 4.810 5.055 5.322 5.568
d. Sub DAS Laay 1.390 1.438 1.556 1.538 1.609
Mahkam
e. Sub DAS Bamban 16.328 16.888 17.686 18.392 19.141
Siduung
f. Sub DAS Segah Hulu 506 523 563 560 582
g. Sub DAS Sekai Alap 1.666 1.716 1.839 1.830 1.909
h. Sub DAS Segah 24.496 25.336 26.583 27.478 28.656
i. Sub DAS Inaran 3.722 3.895 4.032 4.194 4.251
j- Sub DAS Limau 1.574 1.628 1.726 1.754 1.807
k. Sub DAS Sambarata 3.025 3.128 3.242 3.397 3.441
1. Sub DAS Birang 2.724 2.836 2.940 3.096 3.136
Total 6.805 7.122 7.372 7.668 7.773
7 | DAS PANTAI 1.581 1.650 1.705 1.770 1.790
8 | DAS LIUPADAI 2.924 3.038 3.125 3.237 3.263
9 | DAS TABALAR 1.770 1.831 1.873 1.937 1.996
10 | DAS LAMPAKI 953 975 1.011 1.044 1.089
11 | DAS PEGAT 872 892 925 955 997
12 | DAS LUNGSURAN NAGA 38 39 40 42 43
13 | DAS DERAWAN 33 34 35 37 37
14 | DAS MARATUA PAYUNG- 228 236 242 252 251
PAYUNG
15 | DAS MARATUA TELUK 88.559 91.690 95.904 99.220 103.373
ALULU
Jumlah 185.699 200.047 211.583 222.145 232.465

Sumber: Hasil Analisis, 2018

C. Produk Domestik Rata-rata Bruto (PDRB)

Menganalisis kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai

aspek salah satunya dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
PDRB itu sendiri didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (1
(satu) Tahun), atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu
tertentu. Terdapat dua perhitungan PDRB yakni berdasar harga berlaku (terdapat
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pengaruh inflasi) dan atas dasar harga konstan (tidak terdapat pengaruh inflasi).
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga pada setiap Tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada Tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga
berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan
harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari Tahun ke
Tahun.

Kondisi perekonomian Indonesia pada Tahun 2015 yang diukur berdasarkan
Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun
dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta. Ekonomi Indonesia Tahun 2015 tumbuh
4,79% melambat bila dibanding Tahun 2014 sebesar 5,02%. Dari sisi produksi,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi
sebesar 10,06%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,38 %. Ekonomi Indonesia
triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar
5,04% tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya pada Tahun 2015, yaitu
masing-masing sebesar 4,73% (triwulan I); 4,66% (triwulan II) dan 4,74% (triwulan
III). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa
keuangan dan asuransi sebesar 12,52%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit Rumah
Tangga (LNPRT) sebesar 8,32%. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan
triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 %. Dari sisi produksi, hal
ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan
perikanan yang mengalami kontraksi 23,34 %. Dari sisi pengeluaran disebabkan
oleh penurunan ekspor neto. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun
2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB,
yakni sebesar 58,29 %, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,2 %, dan Pulau
Kalimantan 8,15 %.

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga
konstan Tahun 2010, menurut lapangan usaha pada Tahun 2016 sebesar 2,02 %
dengan migas dan non migas sebesar 4,02 %. Jika dibandingkan dengan Tahun
sebelumnya yaitu sebesar 2,72 % dengan migas dan non migas 5,77 % maka pada
Tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB dengan migas dan non migas dapat dikatakan
mengalami penurunan. Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
dengan migas maupun non migas tidak banyak mengalami perubahan dari Tahun-
Tahun sebelumnya. PDRB dengan migas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang
sangat berperan dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur adalah
sektor pertambangan (47,98 %), industri pengolahan (18,45 %), konstruksi (8 %),
dan sektor pertanian (7,96 %).

PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut pengeluaran pada Tahun 2016
masih didominasi oleh komponen ekspor impor dengan kontribusi 65,24 %.
Kemudian disusul pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 27,14 %
dan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga sebesar 16,30 %. PDRB tanpa
dengan migas menurut kabupaten/kota pada Tahun 2016 terbesar ada di
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai PDRB sebesar 128,28 triliun rupiah
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disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dengan nilai 83,60 triliun rupiah, dan Kota
Bontang dengan nilai 41,54 triliun rupiah, sementara itu pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Berau yaitu sebesar 7,92 %. Gambar 2.3 menyajikan PDRB perkapita
atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota Tahun 2016.

PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten di Kalimantan
Timur Tahun 2016
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2017

Gambar 2.3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2016

Selain dari nilai PDRB, menganalisis ekonomi daerah juga dapat dilihat dari
pendapatan daerah dan tingkat inflasi di daerah tersebut. Pada Tahun anggaran
2016 bagian terbesar pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur bersumber
dari pajak daerah yaitu sebesar 5,43 triliyun rupiah atau mencapai 81,48% dari total
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berjumlah sekitar 6,6 triliun rupiah. Sementara
itu sumbangan retribusi daerah terhadap PAD sangat kecil dan tidak mencapai satu
persen. Untuk laba perusahaan daerah menyumbang PAD sebesar 4,65% dan
penerimaan lain-lain sebesar 13,64%. Dari segi inflasi daerah, selama Tahun 2016
Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 7,44%. Inflasi terjadi di 3 (tiga)
kota masing-masing Kota Samarinda (6,58%), Kota Balikpapan (7,22%), dan Kota
Tarakan (11,13%).

Sementara itu dari jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta akibat kegiatan
ekonomi (PDRB) atas dasar harga konstan Tahun 2010 di Kabupaten Berau pada
Tahun 2016 sebesar 25.482,25 Milyar rupiah lebih rendah dari pada nilai PDRB
pada Tahun 2015 sebesar 25.923,25 Milyar rupiah. Sektor yang memberikan
sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau adalah sektor
pertambangan dan penggalian, besarnya peranan sektor pertambangan dan
penggalian ini didukung oleh peranan sub sektor pertambangan tanpa migas (batu
bara) yang kontribusinya dari sebesar 63,79% pada Tahun 2016. Hal ini disebabkan
menurunnya produktivitas batu bara pada Tahun tersebut. Gambar 2.4 menyajikan
laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 menurut lapangan
usaha di Kabupaten Berau. Sedangkan Tabel 2.5 menyajikan PDRB Kabupaten
Berau atas dasar harga konstan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.
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Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau atas
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Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2011-2016

Tabel 2.5 PDRB Kabupaten Berau atas Dasar Harga Konstan
(PDRB-ADHK) Tahun 2012-2016 (dalam Milyar rupiah)

Tahun %
No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 Pe;%elk,,t“
1 | Pertanian, Kehutanan dan 1.950,84 | 2.139,61| 2.360,37| 2.328,29| 2.468,32 9,13
Perikanan
2 | Pertambangan /Penggalian 14.576,80|15.643,10|16.615,90 | 16.255,10| 16.663,93 63,78
3 | Industri Pengolahan 997,73 981,33 | 1.018,90 993,01 1.026,51 3,89
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 5,69 6,49 8,08 8,61 9,55 0,03
S | Pengadaan Air, Pengelolaan 9,75 10,26 10,14 9,99 10,74 0,04
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
6 | Kontruksi 796,57 | 1.135,18| 1.148,55| 1.046,39| 1.012,63 4,10
7 | Perdagangan Besar, Eceran, 1.394,98 | 1.430,07 | 1.501,32 1.513,3| 1.579,50 5,93
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
8 | Transportasi dan 1.087,56 | 1.201,00| 1.239,72| 1.233,29| 1.292,63 4,83
Pergudangan
9 | Penyediaan Akomodasi dan 200,27 206,35 217,11 226,08 240,45 0,88
Makan Minum
10| Informasi dan Komunikasi 210,94 224,94 240,62 256,37 276,41 1,00
11| Jasa Keuangan dan Asuransi 118,88 120,09 120,85 123,77 124,09 0,48
12| Real Estat 206,7 220,04 227,81 225,82 231,08 0,88
13| Jasa Perusahaan 21,67 22,93 23,43 23,17 23,95 0,09
14| Administrasi Pemerintahan, 257,52 280,06 296,19 283,92 269,08 1,11
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
15| Jasa Pendidikan 458,65 509,95 551,08 582,99 617,89 2,28
16| Jasa Kesehatan dan 165,16 180,26 197,87 218,17 231,89 0,85
Kegiatan Sosial
17| Jasa Lainnya 131,67 138,0 145,21 154,01 163,17 0,60
Jumlah PDRB 22.591,40 | 24.449,60 | 25.923,20 | 25.482,20 | 26.241,82 | 100,00

Sumber: Kabupaten Berau dalam Angka 2018

26




Sektor dengan kontribusi PDRB terbesar kedua pada Tahun 2017 adalah
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 2.468,32
miliar rupiah, dimana kontribusi sektor tersebut mengalami peningkatan sebesar
140,03 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Sektor transportasi dan
pergudangan juga mengalami peningkatan yang cukup besar sekitar 59,34 miliar
rupiah selama satu tahun terakhir ini. Sektor Perdagangan Besar, Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan sebesar 66,20
miliar rupiah, sedangkan sektor kontruksi merupakan satu-satunya sektor yang
mengalami penurunan kontribusi PDRB selama satu tahun terakhir sebesar 33,76
miliar rupiah. Peningkatan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Berau ini juga
terjadi di hampir semua sektor, namun kontribusi atau peranan dari sektor-sektor
maupun subsektor lainnya belum menunjukkan perubahan yang berarti selama
Tahun 2013-2017. Hal ini disebabkan kontribusi masing-masing sektor maupun
subsektor tersebut masih di bawah 10% terhadap PDRB Kabupaten Berau.

Mengacu gambaran di atas, sektor/sub sektor yang merupakan kegiatan
ekonomi berbasis Sumber Daya Alam, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri
Pengolahan selama Tahun 2013-2017 telah memberikan kontribusi terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Berau mencapai di atas 70%. Ini berarti bahwa
lebih dari 70% ekonomi Kabupaten Berau berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi
yang berbasis Sumber Daya Alam dan akibatnya pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Berau sangat bergantung pada kegiatan sektor-sektor tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau
secara makro pada lima tahun terakhir (2013-2017) cenderung mengalami
pergerakan fluktuatif namun masih positif.

Sedangkan jika dilihat dari besaran total PDRB atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Berau dari Tahun 2013 - 2017 menunjukan trend peningkatan,
dimana pada Tahun 2017 PDRB atas Dasar Harga Berlaku sebesar 35.776,10
miliar rupiah, dimana angka tersebut meningkat sebesar 4.987,2 miliar rupiah
dari tahun sebelumnya (2016). Dengan terus meningkatnya PDRB atas Dasar
Harga Berlaku dalam kurun lima tahun terakhir menggambarkan pertumbuhan
ekonomi yang positif, dimana hal tersebut menandakan bahwa roda
perekonomian berjalan dengan baik. Dimana sektor dengan kontribusi tertinggi
berasal dari pertambangan dan pengglian dan diikuti sektor pertanian,
kehutanandan perikanan. Tabel 2.6 berikut menyajikan besaran PDRB atas Dasar
Harga Berlaku di Kabupaten Berau dari Tahun 2013 - 2017.

Tabel 2.6 PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku
(PDRB-ADHB) Tahun 2012-2016 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun %
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 Pe;%elk;“
| | Pertanian, Kehutanan dan |, 539 g | 297650 | 3.242,70 | 3.502,80 | 3.938,10 | 11,38
Perikanan
2 | Pertambangan /Penggalian 16.188,30 {18.540,70 [18.585,40 [18.439,60 (22.344,06 | 60,36
3 | Industri Pengolahan 1.166,60 | 1.076,80 | 1.124,20 | 1.177,00 | 1.432,01 3,90
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 4,87 4,89 5,35 8,30 11,12 0,03

27




Tahun %

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 Pe;%elk,;“
Pengadaan Air, Pengelolaan

S | Sampah, Limbah dan Daur 9,92 10,38 11,16 11,29 12,99 0,04
Ulang

6 | Kontruksi 648,79 820,47 1.253,48 | 1.339,75 | 1.286,27 4,19
Perdagangan Besar, Eceran,

7 | Reparasi Mobil dan Sepeda 1.421,64 | 1.602,10 | 1.512,37 | 1.547,30 | 1.784,78 5,25
Motor

g | Transportasi dan 1.217,10 | 1.383,80 | 1.592,51 | 1.748,10 | 2.008,89 | 591
Pergudangan

g | Penyediaan Akomodasidan | 514 o1 | 95570 | 282,60 | 322,50 | 390,13 | 1,15
Makan Minum

10| Informasi dan Komunikasi 215,45 230,03 248,64 269,81 299,45 0,88

11| Jasa Keuangan dan Asuransi| 143,51 152,31 162,64 173,77 179,80 0,56

12| Real Estat 243,47 269,80 289,40 291,77 314,86 0,95

13| Jasa Perusahaan 26,70 29,82 31,78 32,33 34,87 0,11
Administrasi Pemerintahan,

14| Pertahanan dan Jaminan 312,88 355,41 393,69 395,95 391,68 1,29
Sosial Wajib

15| Jasa Pendidikan 544,33 629,01 701,40 767,68 828,77 2,49

16| Jasa Kesehatan dan 176,13 | 198,63 | 228,14 | 264,43 | 289,60 | 0,86
Kegiatan Sosial

17| Jasa Lainnya 146,91 158,11 177,45 202,85 228,73 0,66

Jumlah PDRB 28.044,30 (29.366,80 |30.069,80 |30.788,90 |35.776,10 | 100,00

Sumber: Kabupaten Berau dalam Angka 2018

D.Rencana Tata Ruang Wilayah di WS Berau-Kelai
1) Kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Timur di dalam
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036 disebutkan
bahwa Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air, meliputi:

a. pengaturan zonasi memperhatikan perlindungan mata air dan kawasan
rawan bencana alam,;
b. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya
air yang berada pada kawasan budidaya diperkenankan dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
c. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air lintas
provinsi, lintas kabupaten/kota dilakukan secara selaras;
d. arahan pelarangan semua jenis kegiatan yang menyebabkan perubahan
fungsi lindung dan perusakan kualitas air sekitar jaringan sumber daya alam;
e. arahan pembatasan kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat
tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di sekitar jaringan sumber daya

alam;

f. arahan pengijinan kegiatan preservasi dan konservasi; dan
g. arahan intensitas bangunan dengan kepadatan rendah disekitar jaringan

sumber daya alam berfungsi budidaya.

Adapun beberapa usulan program yang disampaikan dalam RTRW Provinsi
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Kalimantan Timur tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

a.

b.

pemantapan pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Berau;
rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan lindung guna
mengembalikan /meningkatkan fungsi lindung di Kabupaten Berau,;

. pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan kawasan

lindung di Kabupaten Berau,;

d. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung di Kabupaten Berau;

. pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Berau;

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di
Kabupaten Berau;
pelestarian dan pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Berau;

. pembangunan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

pemeliharaan dan penambahan fasilitas pelabuhan utama pengumpan
regional di Pelabuhan Tanjung Redeb (Kabupaten Berau) dan Pelabuhan
Tanjung Batu (Kabupaten Berau);

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Berau;

. pengelolaan/pemeliharaan WS Berau-Kelai berdasarkan aspek konservasi

sumber daya air, aspek pendayagunaan sumber daya air, aspek pengendalian
daya rusak air;

pengembangan dan Pengelolaan DI diantaranya: DI Biatan, DI Merancang, DI
Batu-Batu, DI Sungai Lati, DI Beriwit, DI Muara Bangun, DI Tanjung
Perengat, DI Bukit Meraang, DI Semurut, DI Buyung-Buyung, DI Tepian
Buah, DI Labanan, DI Bukit Makmur, DI Tumbit Melayu (Kabupaten Berau);

.pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak diantaranya:

daerah Rawa Segah, daerah Rawa Tabalar Muara, daerah Rawa Rantau
Pangan, daerah Rawa Sukan, daerah Rawa Sukan Tengah, daerah Rawa
Tanjung Perengat, Tambak Seketa, Tambak Karangan, Tambak Tabalar; dan

. pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan

pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH sebagai berikut:
Cek Dam Semurut, Cek Dam Buyung-Buyung, Cek Dam Labanan, Cek Dam
Muara Bangun, Cek Dam Tepian Buah, Cek Dam Beriwit, Cek Dam
Merancang, Kolam Retensi Teluk Bayur, Bendung Teluk Sumbang,
Bendungan Kelay, Cek Dam Kelay, Embung Tanjung Batu, Intake Labanan
dan Intake Biatan.

2) Kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 dijabarkan beberapa kebijakan terkait
pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Utara yang dikelompokkan
dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Berikut:

a. Konservasi Sumber Daya Air

(1)

Penetapan kawasan sempadan sungai WS Berau-Kelai di Kabupaten
Bulungan yang meliputi DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkapadie, DAS
Pidada, DAS Malinau dan DAS Berau;
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(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9

Penetapan hutan lindung terhadap beberapa hutan yang berada di
Kabupaten Bulungan;

Penetapan kawasan bergambut kawasan resapan air di Kabupaten Bulungan
sebagai kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
yang ada di bawahnya,;

Penetapan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk dan
danau serta mata air sebagai kawasan yang memberikan perlindungan
setempat;

Penetapan kawasan suaka alam laut/perairan, kawasan pantai hutan
berbakau, kawasan cagar budaya, kawasan suaka alam laut, kawasan pantai
hutan berbakau sebagai kawasan suaka alam dan pelestarian alam di
Kabupaten Bulungan;

Penetapan kawasan cagar alam geologi dari hasil deliniasi hasil kajian yang
akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah
tersendiri;

Penetapan CAT Tanjung Selor sebagai kawasan imbuhan air tanah di
Kecamatan Tanjung Selor;

Penetapan kawasan sempadan mata air di Kabupaten Bulungan yang
merupakan deliniasi hasil kajian yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri;

Penetapan kawasan konservasi perairan Pulau Burung sebagai kawasan
konservasi perairan daerah;

(10)Melindungai sungai dari limbah dan kegiatan yang mengurangi fungsi sungai

sebagai sumber kehidupan;

(11)Mengembalikan fungsi lindung berbasis DAS;
(12)Melindungai pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan

perlindungan bencana pesisir; dan

(13)Mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

. Pendayagunaan Sumber Daya Air

1)
2)
3)
4)

o)

6)
7)

8)

Penetapan pelabuhan Tanjung Selor sebagai pelabuhan pengumpul
transportasi sungai di Kabupaten Bulungan;

Pemanfaatan sungai di Tanjung Selor dalam alur pelayaran kegiatan
angkutan sungai di Kabupaten Bulungan,;

Penetapan Pelabuhan Pendaratan lkan (PPI) Tanjung Palas Timur dan
Tanjung Selor untuk kegiatan perikanan,;

Rencana pengembangan PLTU Sungai Buaya Tanjung Selor di Kabupaten
Bulungan;

Penetapan sumber air berupa air permukaan pada sungai di WS Berau-Kelai
dengan DAS yang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara antara lain DAS
Sajau, DAS Binai, DAS Mangkapadie dan DAS Pidada;

Penetapan CAT Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan sebagai sumber air
yang berasal dari air tanah;

Rencana pengembangan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Tanjung Buyu SP3 di
Kecamatan Tanjung Palas sebagai Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional;
Rencana pengembangan DIR Teras Nawang di Kecamatan Tanjung Palas
sebagai DI kewenangan provinsi;
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9) Rencana pengembangan DIR Sajau Hilir di Kecamatan Tanjung Palas Timur
sebagai DI kewenangan provinsi;

10) Rencana pengembangan bendungan dan embung sebagai sistem jaringan air
baku dalam rangka penyediaan air baku;

11) Rencana pengembangan Bendungan Keburau dan Bendungan Peso sebagai
sistem jaringan penyediaan air baku di Kabupaten Bulungan;

12) Rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sekatak di
Gunung Seriang dan Sabanar Lama dalam rangka peningkatan produksi air
minum di Kabupaten Bulungan;

13) Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional
sebagai sistem jaringan prasarana air baku di wilayah perkotaan;

14) Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan di beberapa wilayah di
Kabupaten Bulungan;

15) Penetapan kawasan perikanan tangkap di beberapan wilayah di Kabupaten
Bulungan;

16) Ketentuan pelarangan dalam kawasan hutan lindung untuk kegiatan yang
bersifat merubah bentang aam maupun mengganggu sistem tata air;

17) Pembatasan pembangunan di kawasan hutan lindung hanya untuk
pembangunan sarana prasarana konservasi tanah dan air;

18) Meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya
air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih dan pengairan lahan
pertanian; dan

19) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang
seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara
kawasan perbatasan dengan kawasan pesisir.

. Pengendalian Daya Rusak Air

1) Penetapan kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang,
kebakaran hutan, banjir di Kabupaten Bulungan dimana kawasan rawan
bencana tersebut diperoleh dari deliniasi yang ditetapkan oleh Peraturan
Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri;

2) Menetapkan kawasan rawan gempa bumi di sepanjang pantai timur wilayah
Provinsi Kalimantan Utara;

3) Menetapkan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai timur wilayah
Provinsi Kalimantan Utara termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar
pantai;

4) Menetapkan kawasan rawan abrasi di pesisir Kabupaten Bulungan;

5) Sistem prasarana pengendali banjir di Kabupaten Bulungan terdiri dari
sungai-sungai, bangunan pengendali banjir dan kawasan resapan air serta
kawasan sempadan sungai; dan

6) Rencana pembangunan sistem bangunan pengaman sungai dan pantai di
Kabupaten Bulungan.
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d. Peningkatan Keterbukaan dan Ketersediaan Data Informasi Sumber Daya Air
1) Informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dapat
diketahui oleh masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media
informasi lainnya; dan
2) Mengembangkan jaringan informasi dan prasarana terkait energi, listrik,
sumber daya air dan telekomunikasi.

e. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
1) Masyarakat diharapkan berperan serta aktif dalam memelihara dan
meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam di
Kabupaten Bulungan; dan
2) Pemanfaatan ruang terkait sumber daya air yang dipraktekkan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-
faktor daya dukung dan estetika lingkungan.

3) Kebijakan RTRW Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang RTRW
Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2036 dijabarkan beberapa kebijakan terkait
pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Berau yang dikelompokkan dalam aspek
pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

a) Konservasi Sumber Daya Air

Konservasi sumber daya air merupakan upaya untuk memelihara
keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
Tujuan konservasi sumber daya air di suatu wilayah antara lain:

(1) Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah dan antar sektor
dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan
bangsa, serta memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan akan
datang;

(2) Mendorong proses pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai
yang terpadu antar wilayah dan antar sektor dengan memperhatikan
kepentingan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

(3) Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan
seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang; dan

(4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi sumber daya air.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga dan memelihara sumber daya
air di Kabupaten Berau dalam RTRW sebagai berikut:
(1) Pemanfaatan ruang kawasan lindung dengan luas sekitar 360.254,31 ha
(332.273 Ha berada di WS Berau-Kelai) meliputi:
(a) Kecamatan Biatan;
(b) Kecamatan Gunung Tabur;
(c) Kecamatan Kelay;

32



(d) Kecamatan Sambaliung;
(e) Kecamatan Segah;
(f) Kecamatan Tabalar; dan

(2) Menetapkan kawasan resapan air di Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah,
Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Tabalar;

(3) Menetapkan kawasan sempadan pantai dengan luas sekitar 3.988,63 ha
(3.527 Ha berada di WS Berau-Kelai) di Ha di Kecamatan Biatan, Kecamatan
Pulau Derawan, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Tabalar.

(4) Menetapkan kawasan sempadan sungai dengan luas sekitar 38.167,72
hektar di setiap kecamatan yang dilalui sungai;

(5) Menetapkan kawasan sekitar waduk/embung/bendung di Kecamatan
Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur dan
Kecamatan Pulau Derawan;

(6) Menetapkan kawasan sekitar mata air di Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah
dan Kecamatan Gunung Tabur;

(7) Menetapkan luas RTH minimal 30% dari luas Perkotaan Tanjung Redeb;

(8) Menetapkan kawasan hutan mangrove seluas 317,67 hektar (104,91 ha
berada di WS Berau-Kelai ) Kecamatan Pulau Derawan;

(9) Menetapkan kawasan karst seluas 345.226,54 hektar (13.419,45 hektar
berada di WS Berau-Kelai) Kecamatan Biatan, Kecamatan Gunung Tabur,
Kecamatan Kelay, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Tabalar dan
Kecamatan Taliyasan; dan

(10) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat (IPLT) di Kecamatan

Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Maratua.

b) Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air merupakan upaya penatagunaan,
penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara
optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pendayagunaan sumber daya air di
suatu wilayah bertujuan untuk:

(1) Menyediakan air yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas sesuai
dengan ruang dan waktu secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan
pokok kehidupan sehari-hari sebagai prioritas;

(2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penggunaan air
irigasi dengan lebih mengutamakan kegiatan operasi dan pemeliharaan,
optimalisasi, rehabilitasi, dan peningkatan kinerja sistem irigasi yang ada
daripada pembangunan baru;

(3) Mendorong pengembangan irigasi dan rawa dalam rangka mendukung
produktivitas usaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian dalam
rangka ketahanan pangan nasional dan mensejahterakan masyarakat
khususnya petani;

(4) Melaksanakan pendayagunaan sumber daya air untuk mendukung
perkembangan  ekonomi  secara  efektif dan  efisien dengan
mempertimbangkan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan dampak
jangka panjang; dan

(5) Menerapkan prinsip penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan
sumber daya air, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian
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rakyat untuk mendorong penghematan penggunaan air dan meningkatkan
kinerja pengelolaan sumber daya air.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam pendayagunaan sumber daya air di

Kabupaten Berau yang telah ditetapkan dalam RTRW, antara lain:

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Pengembangan alur pelayaran sungai Tanjung Redeb — Teluk Bayur —Segah;
Pengembangan alur pelayaran sungai dan penyeberangan Tanjung Redeb -
Tanjung Batu — Pulau Derawan — Maratua dan Pulau sekitarnya;
Pembangunan dermaga meliputi :
(a)dermaga rakyat Sambaliung;
(b)dermaga lainnya:
(1).Kesai di Kecamatan Pulau Derawan;
(2). Teluk Semanting di Kecamatan Pulau Derawan;
(3).Batumbuk di Kecamatan Pulau Derawan,;
(4).Kaniungan Besar di Kecamatan Pulua Derawan;
(5). Semurut di Kecamatan Tabalar;
(6).Biatan Lempake di Kecamatan Biatan; dan
(7). Teluk Bayur di Kecamatan Teluk Bayur.
Pembangunan PLTA di Kecamatan Kelay;
Pengembangan dan pengelolaan DI dan Daerah Irigasi Rawa (DIR)
kewenangan provinsi meliputi:
DI Biatan dengan luas sekitar 1.556 Ha;
DI Dumaring dengan luas sekitar 1.000 Ha;
DI Labanan dengan luas sekitar 813 Ha;
DI Merancang dengan luas sekitar 736 Ha;
DI Batu-batu dengan luas sekitar 2.950 Ha;
DI Beriwit dengan luas sekitar 1.250 Ha;
DI Muara Bangun dengan luas sekitar 1.842 Ha;
DIR Rantau dengan luas sekitar 1.500 Ha;
DIR Sei Kuran dengan luas sekitar 1.000 Ha;
10 DIR Urutang dengan luas sekitar 2.000 Ha.
Pengembangan dan pengelolaan DI dan DIR kewenangan kabupaten,
meliputi:
DI Gurimbang dengan luas sekitar 190 Ha;
DI Semurut dengan luas sekitar 170 Ha;
DI Taliyasan dengan luas sekitar 850 Ha;
DI Merancang dengan luas sekitar 200 Ha;
DI Tasuk dengan luas sekitar 300 Ha;
DI Tumbit Melayu dengan luas sekitar 250 Ha;
DI Siduung dengan luas sekitar 500 Ha;
DI Pujut dengan luas sekitar 500 Ha;
DI Tabalar dengan luas sekitar 470 Ha;
10 DI Samburakat dengan luas sekitar 200 Ha;
11.DI Bebanir dengan luas sekitar 75 Ha;
12.DI Pulau Aji denfan luas sekitar 57 Ha;
13.DIR Karangan dengan luas sekitar 190 Ha;
14.DIR Sukan dengan luas sekitar 400 Ha;
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(7

~

(8)

9)

15.DIR Semanting dengan luas sekitar 500 Ha;

16.DI Suaran dengan luas sekitar 150 Ha;

17.DI Teluk Sumbang dengan luas sekitar 250 Ha;

18.DI Semurut II dengan luas sekitar 300 Ha;

19.DI Biatan Lempake dengan luas sekitar 450 Ha;

20.DI Pandan Sari dengan luas sekitar 270 Ha;

21.DI Bukit Makmur dengan luas sekitar 560 Ha; dan

22.DI Tabalar Muara dengan luas sekitar 1.000 Ha.

Pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih meliputi :

(a) peningkatan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Tanjung
Redeb dari 200 1t/det menjadi 600 It/det;

(b) pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Sambaliung
sebesar 60 lt/det;

(c) pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Merancang
sebesar 17 1t/det;

(d) pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Labanan
sebesar 100 It/det;

(e) pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Tanjung
Batu sebesar 10 1t/det;

(f) pembangunan instalasi pengolahan air bersih Kecamatan Singkuang
sebesar 20 1t/det;

(g) pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Kelay
sebesar 10 1t/det;

(h) pembangunan instalasi pengolahan air bersih dengan sistem desalinasi
air laut Kecamatan Maratua dengan debit 2,5 1t/det;

(i) pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Tepian
Buah sebesar 20 1t/det;

(j) pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Tabalar
sebesar 10 It/det;

(k) pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Kasai
sebesar 10 1t/det;

() pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Biatan
Lempeke sebesar 100 1t/det; dan

(m)pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Suaran
sebesar 10 It/det.

Menetapkan kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan umum

dan laut meliputi:

1) Perairan Kecamatan Pulau Derawan;

2) Perairan Kecamatan Maratua;

3) Perairan Kecamatan Sambaliung;

4) Perairan Kecamatan Gunung tabur;

S) Perairan Kecamatan Tabalar;

0) Perairan Kecamatan Biatan; dan

Menetapkan pengembangan wisata bahari yang meliputi:

(a) Kecamatan Pulau Derawan,;

(b) Kecamatan Maratua; dan
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(10) Penyusunan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Berau yang
meliputi:
(a) Penyediaan air baku dengan pembangunan waduk/embung/bendung;
(b) Pengembangan jaringan irigasi,
(c) Peningkatan pelayanan jaringan air bersih; dan
(d) Pembangunan prasarana pengendali banjir.
(11) Pembangunan prasarana drainase permukiman dan perdesaan di
Kabupaten Berau;
(12) Penataan sistem prasarana drainase secara terpadu meliputi primer,
sekunder dan tersier di Kabupaten Berau;
(13) Pengembangan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai
di Kabupaten Berau; dan
(14) Pengembangan jaringan air baku berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) di
Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung
Tabur, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Pulau Derawan dan
Kecamatan Kelay.
c) Pengendalian Daya Rusak Air
Pengendalian daya rusak air merupakan wupaya untuk mencegah,
menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan
oleh daya rusak air. Tujuan pengendalian daya rusak air di suatu wilayah antara
lain:
(1) Meningkatkan kesiapan dan ketahanan pemilik kepentingan menghadapi
segala akibat daya rusak air;
(2) Melindungi kawasan budidaya dari bencana banjir dengan prioritas daerah
permukiman, daerah produksi, dan prasarana umum; dan
(3) Memulihkan fungsi lingkungan hidup serta prasarana dan sarana umum
yang terkena bencana akibat daya rusak air.

Berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Berau dalam pengendalian daya
rusak air seperti yang telah ditetapkan dalam RTRW, tersaji sebagai berikut:

(1) Pengendalian banjir di daerah rawan bencana dilakukan dengan berbagai
kegiatan antara lain: normalisasi sungai, pembangunan tanggul,
pembangunan pintu air, pembangunan lubang-lubang biopori di
permukiman, penyediaan embung pengendali banjir di setiap kawasan
permukiman mandiri dan penanaman pohon di sempadan dan lahan-lahan
kritis;

(2) Pembangunan drainase permukiman di perkotaan untuk mengalirkan air
hujan sehingga tidak menimbulkan genangan;

(3) Penataan sistem prasarana drainase secara terpadu meliputi primer,
sekunder dan tersier untuk menanggulangi terjadinya banjir;

(4) Pengembangan sistem pengolahan air limbah setempat;

(5) Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja di Kecamatan Tanjung
Redeb, Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Maratua,;

(6) Peningkatan fungsi incenerator di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kecamatan Tanjung Redeb;
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(7) Pembangunan instalasi air limbah terpusat dan sanitasi komunal
lingkungan permukiman; dan

(8) Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Bedungun
Kecamatan Tanjung Redeb seluas 12 ha, pembangunan TPA dan TPS di
Kecamatan Tanjung Batu.

d) Sistem Informasi Sumber Daya Air
Dalam pengelolaan sumber daya air, keterbukaan dan ketersediaan data
merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendukung perencanaan
pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah. Secara umum terdapat dua tujuan
dari ketersediaan dan keterbukaan data, antara lain:
(1) Menyediakan data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu,
berkelanjutan dan mudah diakses oleh pengguna; dan
(2) Mewujudkan kemudahan mengakses dan mendapatkan data dan informasi
sumber daya air bagi masyarakat untuk mendukung transparansi
pengelolaan sumber daya air.

Berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Berau dalam peningkatan
keterbukaan dan ketersediaan data informasi sumber daya air seperti yang telah
ditetapkan dalam RTRW, antara lain:

(1) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air yang meliputi
jaringan sumber daya air, jaringan sumber daya air strategis nasional dan
jaringan irigasi;

(2) Pengembangan sistem pengelolaan jaringan air baku;

(3) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat;

(4) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Kecamatan
Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Maratua; dan

(5) Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau
irigasi.

e) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
Aspek pengelolaan sumber daya air meliputi konservasi, pendayagunaan dan
pengendalian daya rusak air. Selain itu, diamanatkan pula bahwa dalam proses
pengelolaan sumber daya air harus melibatkan peran masyarakat serta para
pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan seluas-
luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta dianggap perlu
dalam pengelolaan sumber daya air. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat
tidak hanya diberi peran dalam penyusunan perencanaan saja namun berperan
pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan
pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.
Tujuan pemberian peran kepada masyarakat, swasta dan pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya air antara lain:
(1) Meningkatkan prakarsa dan peran masyarakat secara terencana dan
sistematis dalam pengelolaan sumber daya air;
(2) Meningkatkan peran dan tanggung jawab swasta untuk berpartisipasi
dalam pengelolaan sumber daya air; dan
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(3) Meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
air melalui penyesuaian dan penyempurnaan kelembagaan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi, dan peningkatan
sistem koordinasi antar lembaga pemerintah.

Berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Berau dalam pemberdayaan dan
peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya air seperti yang telah ditetapkan dalam RTRW, antara lain:

(1) Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan
perikanan; dan

(2) Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh
masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh
stakeholders pembangunan terkait.

4) Kebijakan RTRW Kabupaten Bulungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan 2012-2032 dijabarkan beberapa kebijakan
terkait pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bulungan yang dikelompokkan
dalam aspek pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

a) Konservasi Sumber daya air

Konservasi sumber daya air merupakan upaya untuk memelihara
keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
Tujuan konservasi sumber daya air di suatu wilayah antara lain:

(1) Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah dan antar sektor
dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan
bangsa, serta memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan akan
datang;

(2) Mendorong proses pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai
yang terpadu antar wilayah dan antar sektor dengan memperhatikan
kepentingan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

(3) Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan
seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang; dan

(4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi sumber daya air.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga dan memelihara sumber daya
air di Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan dalam RTRW, antara lain:

(1) Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;

(2) Penetapan kawasan konservasi sempadan pantai di wilayah pesisir dengan
luas 530 ha yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Timur;

(3) Penetapan kawasan konservasi sempadan sungai dengan luas 2.201 ha yang
berada di Kecamatan Tanjung Selor dan 6.821 ha di Kecamatan Tanjung
Palas Timur;
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(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

9)

Penetapan kawasan konservasi sekitar mata air dengan luas 3.480 ha yang
berada di Kecamatan Peso dan 3.355 ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
Penetapan RTH perkotaan dengan luas 30% dari luas wilayah keseluruhan
yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat;

Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi
lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

Kawasan resapan air yang terdapat di permukiman/perkotaan, maka perlu
dibuat ruang terbuka hijau kota yang ditetapkan dengan kriteria: lahan
dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi,
berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu
hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan;

Kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi
produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh
mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
Pembangunan saluran drainase di wilayah perdesaan dan perkotaan yang
bertujuan untuk meningkatkan potensi air tanah dan mengurangi terjadinya
genangan; dan

(10)Penetapan kawasan hutan Kota Bundayati di Kecamatan Tanjung Selor

seluas 85 ha dan Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas 41 ha.

b) Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air merupakan upaya penatagunaan,

penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara
optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pendayagunaan sumber daya air di
suatu wilayah bertujuan untuk:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Menyediakan air yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas sesuai
dengan ruang dan waktu secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan
pokok kehidupan sehari-hari sebagai prioritas;

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penggunaan air
irigasi dengan lebih mengutamakan kegiatan operasi dan pemeliharaan,
optimalisasi, rehabilitasi, dan peningkatan kinerja sistem irigasi yang ada
daripada pembangunan baru;

Mendorong pengembangan irigasi dan rawa dalam rangka mendukung
produktivitas usaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian dalam
rangka ketahanan pangan nasional dan mensejahterakan masyarakat
khususnya petani;

Melaksanakan pendayagunaan sumber daya air untuk mendukung
perkembangan ekonomi secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan
kepentingan antar sektor, antar w